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KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/ 2 /K/411.100/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Bahwa dalam rangka untuk mengetahui tujuan, sasaran
strategis pembangunan dan sebagai acuan dokumen
Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2025-2029, maka
periu disusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,;
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2.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun
2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Validasi daan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2025-2045;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 ;

27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis pembangunan.



KETIGA

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan sebagai acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan,
dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja,
serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Nganjuk ;
Pada tanggal . 30 September 2025

an. BUPATI NGANJUK
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Lampiran Keputusan Bupati Tentang
Indikator Kinerja Utama Di
Lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2025-2029
Nomor 188/ Y3 /K/411.100/2025
Tanggal 30 September 2025
No Sasaran/ Indikator Penjelasan/ Target Sumber Data Penanggung
Kinerja Formulasi 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Jawab
Utama

i 8 Terwujudnya | Tingkat Jumlah DPRD| 90 90 95 95 100 100 | Link Survey Kepuasan | Sekretaris
dukungan Kepuasan yang merasa Anggota DPRD | DPRD
pelaksanaan | Anggota Puas terhadap terhadap pelayanan
tugas dan | DPRD Pelayanan Sekretariat DPRD
fungsi DPRD | terhadap Sekretariat

pelayanan DPRD dibagi (/)

Sekretariat | Jumlah DPRD

DPRD yang dilayani X
100%

2. Meningkatnya | Persentase | Jumlah 80 85 88 90 93 95 | Rencana Kerja Tahunan | Sekretaris
kecepatan pelaksanaa | Pelaksanaan DPRD, Agenda Kerja| DPRD
dan n tugas dan | Tugas dan Bulanan DPRD,
ketepatan fungsi Fungsi DPRD Peraturan  Pemerintah
Pelaksanaan | DPRD yang | yang tepat Nomor 12 Tahun 2018
Tugas  dan | tepat waktu | waktu dan tepat tentang Pedoman
Fungsi DPRD |dan  tepat | sasaran dibagi Penyusunan Tata Tertib

sasaran 0] Jumlah DPRD Propinsi,




Sasaran/
Kinerja
Utama

Indikator

Penjelasan/
Formulasi

Target

2027

2028

2030

Sumber Data

Penanggung
Jawab

Pelaksanaan
Tugas dan
Fungsi DPRD
pada Rencana
Kerja X 100%

Kabupaten dan Kota,
serta Peraturan DPRD
Kabupaten Nganjuk
Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Tertib

DPRD
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